PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
NOMOR 17 TAHUN 2011

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2012
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
. BUPATI PACITAN
Menimbang 1 a. bahwa memenuhi ketentuan Pasal 185 ayat {4) Undang-undang Nomor 32 Tahun

2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dlubah beberapa kali terakhir
dengan Undang — undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Dewan
Perwakllan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Bupatl Pacitan telah menyempumakan
Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanfa Daerah
{APBD) Tahun Anggaran 2012 sesual dengan Keputusan Gubemur Jawa Timur
Nomor 188/174.K/IKPTS/013/2011 tentang hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Pacitan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2012 dan Rancangan Peraturan Bupati Pacitan tentang Penfabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanfa Daerah Tahun Anggaran 2012 ;
b. bahwa Penyempumaan sebagalmana dimaksud pada huruf a, dllakukan agar
. Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2012 tidak bertentangan dengan
_ kepentingan umum dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggl;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagalmana dimaksud pada huruf a dan hurufb,
perilu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanfa
Daerah Kabupaten Pacltan Tahun Anggaran 2012,

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsl Jawa Timur { Lembaran Negara Tahun
1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor$9);

2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
{Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312)
sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994
{ Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3569);
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3. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang
Berslh dan Bebas darl Korupsl, Kolus! dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ;

4. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

5. Undang - undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran
Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

6. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 686,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400 };

7. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Naslonal (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4421);

8. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 )
Sebagaimana telah beberapa kall dlubah Terakhir dengan Undang = Undang Nomor
12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4844 );

9. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); '

10. Undang — undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retrlbusl Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049)

11. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang —
Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5234 );

12, Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala
Daerah dan Wakll Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028) ;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Plmpinan dan Anggota Dewan Perwakllan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416 ) sebagaimana telah
dlubah beberapa kall terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007
(Lembaran Negara Tahun 2007 No. 47,Tambahan Lembaran Negara No 4712);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4502);
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Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah { Lembaran
Negara Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574 );

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan { Lembaran
Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575) ; "

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan
Daerah { Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4576 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2010
{ Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor
5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah {Lembaran Negara Tahun
2005 No. 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577)

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
{ Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4578 );

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Pelayanan Minimal { Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa {(Lembaran Negara Tahun
2005 No. 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4857)

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah { Lembaran Negara
Tahun 2005 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4582 ) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah { Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4614 ) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembaglan Urusan Pemerintahan
antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsl dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten / Kota { Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4737 );

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738 ;

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
{Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741 ;

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai
Politik { Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4972);
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Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan
Dewan Perwakllan Rakyat Daerah tentang Tata tertlb Dewan Perwakllan Rakyat

Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5104 ) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan
Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusl Daerah  { Lembaran
Negara Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161 ) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutanst Pemerintahan

( Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor
5165);

Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagalmana telah heberapa Kali diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan
Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggung]awaban
Penggunaan Belan]Ja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara
Pengembalian Tunjangan Komunlkasi Intensif dan Dana Operaslonal ;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana
Bagl Hasll Cukal Hasll Tembakau dan Sankst atas penyalahgunaan Alokasi Dana Bagl
Hasil Cukal hasll Tembakau sebagaimana telah dlubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 20/PMK.7/2009 ;

Peraturan Menterl Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata
Cara Penghltungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan
Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partal Politik ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belan]a Daerah Tahun Anggaran 2012;

Peraturan Mentert Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman
pemberian hlbah dan bantuan soslal yang bersumber dart Anggaran Pendapatan dan
Belan]a Daerah ;

Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pacltan
( Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2005 Nomor 1 Seri E tanggal 16
Maret 2005) sebagaimana telah beberapa kall dlubah terakhir dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 15 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten
Pacitan Nomor 11 tanggal 18 Jull 2007 );
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Peraturan Daerah Kabupaten Pacltan Nomor 2 Tahun 2006 tentang Bantuan
Keuangan Kepada Partal Politlk  sebagalmana telah dlubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 24 Tahun 2007 ;

Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok

~ Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7

tanggal 18 Desember Tahun 2006);

Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal
Pemetrintah Daerah pada PT Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur (Lembaran Daerah
Kabupaten Pacitan Nomor 13 Tahun 2007, tanggal 4 September 2007);

Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyertaan
Modal Pemerintah Daerah pada PDAM Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah
Kabupaten Pacltan Nomor 14 Tahun 2007, tanggal 4 September 2007 };

Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan
Pemerintahan Kabupaten Paclitan Lembaran Daerah Kabupaten Pacltan Nomor 25
Tahun 2007, tanggal 310 Desember 2007 );

Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 19 Tahun 2007 tentang Organisasl
Sekretarlat Daerah dan Sekretarlat Dewan Perwakllan Rakyat Daerah {Lembaran
Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 26 Tahun 2007, tanggal 10 Desember 2007} ;

Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasl
Oinas Daerah Kabupaten Pacltan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacltan Nomor 27
Tahun 2007, tanggal 10 Desember 2007 ) yang telah diubah dengan Peraturan
Daerah Nomor J Tahun 2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun
2011, tanggal 1 Maret 2007} ;

Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasl
Lembaga Teknls Daerah Kabupaten Pacltan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacltan
Nomor 28 Tahun 2007, tanggal 10 Desember 2007 )} yang telah dlubah dengan
Paraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor
4 Tahun 2011, tanggal 1 Maret 2007} ;

Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 22 Tahun 2007 tentang Organisasl
Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Pacltan {Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan
Nomor 29 Tahun 2007, tanggal 10 Desember 2007 );

Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pendirlan
Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten
Pacitan Nomor 7 Tahun 2008, tanggal 22 Januarl 2008);

Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor § Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal
Pemerintah Daerah pada PT Bank Jatim (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor
§ Tahun 2010, tanggal 20 Oktober 2010} ;



43. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2041 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2005 - 2025
(Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2011, tanggal 7 Maret 2011);

50. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pacitan tahun 2044 - 2016
(Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 11 Tahun 2011, tanggal 29 jull 2011);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN PACITAN
Dan
9o BUPATI PACITAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan ! PERATURAN DAERAH  TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal 4

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2042 sejumlah Rp 501.280.894,154,00
. dengan rinclan sebagal berikut:

1.Pendapatan Daerah ' Rp. 868.188.589.545,00
2. Belanja Daerah Rp. 898.280.894.154,00
Surplus / (Defisit) ( RP. 30.092.304.603,00 %

3. Pembiayaan

a. Penerimaan Rp. 33.092,304.609,00
b. Pengeluaran Rp. _3.000.000.000,00
Jumiah Pemblayaan Neto Rp. __30.092.304.609,00

Slsa lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan ; Rp. -
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Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdlrl darl:
a. Pendapatan asll Daerah sejumlah Rp 44.996.860.737,00
b. Dana Perimbangan sefumlah Rp. €84.406.828.893,00
¢. Laln-laln Pendapatan Daerah yang sah sefumlah Rp. 138.784.899.915,00

(2) Pendapatan Asll Daerah sebagalmana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdirl darl Jenis

Pendapatan :
a. Pajak Daerah sejumlah . Rp. 6.102.820.379,00
b. Retrlbus! Daerah sejumlah Rp. 11.413.775.988,00 Ve
¢. Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang diplsahkan
sejumliah Rp. 3.052.789.076,00

d. Laln-laln pendapatan asliDaerah yang sah sefumlahRp. 24.427.475.294,00

(3) Dana Perimbangan sebagalmana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdirl darl Jenis pendapatan :
a. Dana Bagl Haslil Pajak/Bagi Has!l Bukan Pajak '

sefumlah
Rp. 42.852,184.893,00
b. Dana Alokasl Umum sejumlah Rp .589.829.914.000,00
¢. Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp. 51.724.730.000,00

(4) Laln-laln Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ terdirl dari
Jenis pendapatan :
a. Pendapatan Hibah sejumlah Rp. 833.864.732,00
b. Dana Bagl Hasll Pajak sejumiah Rp. 26.770.701.023,00
¢. Dana Penyesualan dan Otonom! khusus sefjumlah Rp. 111.180.334.160,00

Pasal 3
(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasalq1 terdlrl dar:
a, Belanfa Tidak Langsung sejumlah
Rp. 640.754.641.847,00
b. Belanfa Langsung sefumlah Rp. 257.526.252.307,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagalmana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdlrl darl jenis Belanja:

a. Belanja Pegawal sejumlah Rp.563.628.015.647,00
b. Belanja Hibah sejumlah Rp. 5.647.842.000,00
¢. Belanja Bantuan Sosial sefjumlah Rp. 11.818.604.000,00
d. Belanja Bagl Has!l sejumlah Rp. 3.031.633.200,00
e. Belanja Bantuan Keuangan sejumlah Rp. 54.460.610.000,00

f. Belanja Tidak Terduga sefumlah Rp. 2.167.937.000,00



(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri darl jenis Belanja:

L)

(2)

)

a, Belanja Pegawal sejumlah

Rp. 28.514.919.200,00

b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp. 99.374.663.644,00

c. Belanja Modal sejumlah

Rp.129.636.669.463,00

Pasal 4

Pemblayaan Daerah sebagalmana dimaksud dalam Pasal | terdirl dari:

a. Penerlmaan sejumlah
b, Pengeluaran sejumlah

Rp. 33.092.304.609,00
Rp. 3.000.000.000,00

Penerimaan sebagaimana dimaksud padd ayat (1) huruf a terdiri darl jenis Pemblayaan:
a. SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya Rp. 32.842.304.609,00

b. Penerimaan Plutang sejumlah

Rp.  250.000,000,00

Pengeluaran sebagalmana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdirl darl jenis Pemblayaan :
a, Penyertaan Modal (investasl) Daerah sejumlah Rp. 2.750.000.000,00
b. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah Rp. 250.000.000,00

Pasal $

Uralan leblh lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1, tercantum dalam Lamplran yang merupakan baglan yang tldak terplsahkan darl

Peraturan Daerah Inl, terdlrl darl;
! Ringkasan APBD ;
: Ringkasan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah dan

1. Lamplran |
2. Lamplran "
3. Lamplran 1n
4, Lamplran v
5. Lampran V']
6. Lampriran Vi
7.Lamplran Vil

Organisasl ;

: Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah,

Organlisasl, Pendapatan, Belanja dan Pemblayaan;

: Rekapltulas] Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah,

Organisasl, Program dan Keglatan ;

* Rekapltulasl BelanjJa Daerah untuk keselarasan dan

keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsl dalam
kerangka Pengelolaan Keuangan Negara ;

: Daftar Jumlah Pegawal Per Golongan dan Perjabatan ;
¢ Daftar Plutang Daerah ;

8. Lamplran Viil: Daftar Penyertaan modal (Investasi Daerah);
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9. Lampiran IX : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset tetap

Daerah ;
10.Lampiran X : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset fainnya;
11.Lampiran X1 : Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang

belum diselesalkan dan dianggarkan kembali dalam Tahun
Anggaran Ini;

12.Lampilran Xl : Daftar Dana Cadangan Daerah dan
13 Lampiran Xnt  : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah,
Pasal g

Bupat! menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagai landasan Operasional Pelaksanaan APBD.

Pasal 7
(1) Peraturan Daerah Ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
(2) Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah inl
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.
Ditetapkan di Pacltan

Pada Tanggal 23-12 - 2011

BUPAT! PACITAN

4 | e

INDARTATO




9. Lamplran
10.Lamplran

11.Lampiran

12.Lamplran
13 Lamplran

X

Xi

Xi
X

: Daftar Perklraan Penambahan dan Pengurangan Aset tetap

Daerah ;

+ Daftar Perklraan Penambahan dan Pengurangan Aset lainnya ;

Daftar Keglatan-keglatan Tahun Anggaran sebelumnya yang
belum diselesalkan dan dianggarkan kemball dalam Tahun
Anggaran Inl;

Daftar Dana Cadangan Daerah dan

'~ Daftar Pinjaman Daerah dan Obligas| Daerah.

Pasal 6

Bupatl menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagal landasan Operaslonal Pelaksanaan APBD.

Pasal 7

(1) Peraturan Daerah inl mulal berlaku sejak tanggal diundangkan.

(2) Agar setlap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah inl
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

DI Undangkan di Pacitan

Pada Tanggal 23 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH

Ir. MULYONO, MM

Pembina Utama Madya
NIP, 19571017 198303 1 014

Ditetapkandi Paclitan
Pada Tanggal 23 -12 - 2011

BUPATI PACITAN
Cap ttd
INDARTATO

Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 Nomor 48



